RENCANA STRATEGIS 2021- 2026

NAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN/

TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA

MENINGKATKAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG HARMONIS BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA

UNIT
KERJA
INDIKATOR DEFENISI FORMULASI SKPD
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Meningkatkan Indek Pemb 1nan katnya Impl 1itasi |Persentase Perangkat
kesetaraan dan Keadilan |Gender (IPG) pengarusutamaan Gender Deerah yang
gender Jaksanakan PPRG
Persentase Anggaran
Responsif Gender
Organisasi Perangkat
Daerah dalam APBD
Persentase kelembagaan
PUG yang aktif
INDEK INDEKS
Indeks PEMBANGUNA | PEMBANGUNA
Pembangunan 90% 90% 91% 91% 92% 92% N MANUSIA |N PEREMPUAN | DPPPA
Gender (IPG) PEREMPUAN DIBAGI LAKI-
DAN LAKI-LAKI LAKI




Persentase Perempuan
sebagai tenaga Manager,
Profesional, Administrasi,
Teknisi

Pravelensi kekerasan
terhadap perempuan




Persentase rujukan
lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan yang
ditindaklanjuti

Perentase korban TPPO
yang mendapatkan
pelayanan di lembaga
layanan sesuai standar

Persentase lansia
perempuan yang
'mendapatkan layanan
program pemberdayaan
perempuan

Meningkatkan
Partisipasi dan
Sinergitas Lembaga
Profesi, Dunia Usaha,
Media, Organisasi

Capaian Kota Layak Anak

katkan
X, 1
p, Syaasatal | Implementasi Capaian
serta Akademisi dan Kota Layak
Lembaga Riset dalam ol

Meningkatkan Capaian Kota
Layak Anak

Persentase perempuan
penyandang disabilitas
perempuan yang
mendapatkan layanan
pemberdayaan
perempuan

Tingkat capaian
Kabupaten/Kota Layak
Anak

Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

52%

55%

60%

65%

70%

75%

Indeks
komposit yang
tersusun dari
beberapa
variabel yang
mencerminkan
tingkat
keterlibatan
wanita dalam
proses
pengambilan
keputusan di
bidang politik
dan ekonomi

1/3
(Ipar+IDM+Lin-
Dist) Ipar=
indeks
keterwakilan di
parlemen IDM=
indeks
pengambilan
keputusan
Linc= indeks
distribusi
pendapatan

DPPPA




Persentase Forum Anak
yang terbentuk (kab/kota,
Kecamatan dan Kelurahan)

Persentase lembaga
layanan kesehatan
(Puskesmas dan Rumah
Sakit) Ramah Anak sesuai
standar

Persentase Sekolah
Ramah Anak (SRA) (SD,
MI, SMP, MTs) sesuai
standar

Persentase ketersediaan
kebijakan afirmatif
peningkatan akte
kelahiran

Persentase anak korban
kekerasan

Persentase anak yang
berhadapan dengan
hukum;

Capaian
Kabuaten/Kota
Layak Anak

PRATAMA

PRATAMA

MADYA

MADYA

NINDYA

UTAMA

Kabupaten /Kot
a Layak Anak
(KLA) adalah
sistem
pembangunan
Kabupaten /Kot
a yang
mengintergrasik

an komitmen
dan
sumberdaya
pemerintah,
masyarakat
dan dunia
usaha yang
terencana
secara
menyeluruh
dan
berkelanjutan
alam
kebijakan,
program dan
kegiatan untuk
pemenuhan
hak-hak anak.

Tujuan Kota
Layak Anak
(KLA) : untuk
membangun
inisiatif
Pemerintah
Kabupaten /
Kota yang
mengarah pada
upaya
transformasi
Konvensi Hak
Hak Anak
(Convention on
the rights of
Child) dari
kerangka
hukum ke
dalam definisi,
strategi dan
intervensi
pembangunan ,
dalam bentuk
Kebijakan,
Kelembagaan,
Program dan

Koaiatan

Jumlah
Kabupaten /Kot
a Layak Anak
dibagi Jumlah
Kota di Provinsi
dikali 100

DPPPA




Persentase anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
sesuai standar

Meningkatkan kualitas
sistemd data gender dan
anak

Persentase kelompok
Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) yang
akti

Meningkatnya kualitas data
terpilah gender

Persentase Perangkat
Daerah yang memiliki
sistem data gender dan
anak

Persentase kelompok
Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) yang
akti

pembangunan
yang ditujukan
untuk
pemenuhan
hak hak anak
pada suatu
wilayah
Kabupaten /Kot

a
Sebuah
Kabupaten /Kot
a Layak Anak
(KLA), idealnya
harus
memenuhi
semua
indikator yang
ditetapkan oleh
Konvensi Hak
Anak (KHA).
Untuk
memudahkan
klasifikasi
pemenuhan
hak anak
tersebut,
dilakukan
pengelompokan
indikator ke
dalam 6 (enam)
bagian, yang
meliputi bagian
penguatan
kelembagaan
dan 5 (lima)
klaster hak
anak




Mewujudkan sistem
manajemen dan tata

Meningkatnya tata kelola
administrasi, sarana

Meningkatnya kualitas
sumberdaya dan kinerja

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

kelola perkantoran yang |prasarana dan aparatur Kantor (Umun dan 0% 10 item 15 item 17 item 20 item 25 item 25 item
baik akuntabilitas kinerja dan Kepegawaian)
keuangan
Meningkatnya kualitas Cakupan pelayanan
sumberdaya dan kinerja administrasi umum dan 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur kepegawaian
Meningkatnya kualitas Cakupan laporan realisasi
capaian kinerja dan anggaran dan tindaklanjut
penatausahaan keuangan hasil pemeriksaan 0% 1500 box | 1550 box | 1600 box | 1650 box | 1700 box | 1700 box

keuangan SKPD




